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RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat pada
kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan adalah Perjanjian Kerjasama
dengan pemerintah daerah tentang pemanfaatan Peta ZNT tidak optimal. Gagasan
penyelesaian masalah yang ditawarkan ialah melalui penguatan kerjasama dengan
pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan peta ZNT dengan menggunakan
sistem kerjasama yang berkesinambungan serta penggunaan aplikasi nilai tanah
yang integratif. Implementasi yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk
tim efektif untuk mendukung keberhasilan aksi perubahan, melakukan konsultasi
dengan mentor agar mendapatkan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan jangka
pendek, menengah dan panjang terutama dalam hal langkah strategis berupa
komunikasi langsung baik dengan Kantor Pertanahan maupun Pemerintah
Kabupaten yang belum melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan peta ZNT,
melaksanakan penyampaian kepada publik terkait penyelarasan kebijakan dalam
rangka mewujudkan kerjasama pemanfaatan peta ZNT untuk perpajakan daerah
(mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) dengan tujuan penyampaian
best practice tersebut dapat menjadi motivasi bagi provinsi atau kabupaten lain,
melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu terkait upaya mendorong
penerbitan regulasi pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan
BPHTB sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepakatan Sinergi Antara Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan Pemanfaatan Peta
Zona Nilai Tanah, serta mendorong pembaruan Perjanjian Kerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai upaya pemenuhan cakupan peta
ZNT di Kabupaten Polewali Mandar.

Capaian yang telah diperoleh adalah terbitnya Nota Kesepakatan Sinergi
Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan
Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah. Dalam rencana jangka menengah dan



panjang, diharapkan dari Nota Kesepakatan Sinergi Antara Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan Pemanfaatan Peta
Zona Nilai Tanah tersebut nantinya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati
Pasangkayu tentang Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah sebagai dasar penetapan
PBB dan BPHTB. Selanjutnya dari perjanjian kerjasama yang telah dibangun
dengan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat, dapat diupayakan penganggaran
pembuatan dan pembaruan peta ZNT menggunakan APBD yang nantinya dapat
meningkatkan cakupan peta ZNT se-Sulawesi Barat dalam rangka mendukung
penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB yang didukung dengan
sistem nilai tanah yang terintegrasi antara Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah.



BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dengan statusnya sebagai provinsi baru, Sulawesi Barat sedang dalam
proses pengembangan wilayah. Sehingga, Provinsi Sulawesi Barat menjadi rural
area, dimana pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas menjadi
prioritas utama. Pembangunan ini tentunya berdampak pada meningkatnya nilai
tanah. Pada perkembangannya, peningkatan nilai tanah ini seharusnya memberikan
dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selanjutnya dapat
digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Sebagai rural
area, potensi Provinsi Sulawesi Barat sangat besar untuk mendapatkan keuntungan
melalui peningkatan nilai tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Kantor Pertanahan di
Provinsi Sulawesi Barat mempunyai salah satu tugas terkait pengelolaan nilai tanah
melalui pembuatan dan pembaruan peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Berdasarkan data
dari aplikasi Sistem Informasi Penilaian Tanah (Sipenta), cakupan ZNT di Provinsi
Sulawesi Barat masih belum memuaskan. Dengan luas budidaya Provinsi Sulawesi
Barat 650.040 ha, ZNT yang telah ditetapkan baru seluas 183.874 ha (28,29%).
Sehingga masih terdapat wilayah yang belum memiliki ZNT seluas 466.166 ha.
Kabupaten dengan cakupan ZNT tertinggi adalah Kabupaten Majene yakni seluas
27.424 ha dari total luas budidaya 37.764 ha, sehingga persentase cakupan ZNT-
nya adalah 72,62%. Sedangkan kabupaten dengan cakupan ZNT terendah adalah
Kabupaten Polewali Mandar yakni seluas 9.673 ha dari total luas budidaya 109.781
ha, sehingga persentase cakupan ZNT-nya adalah 8,81%. Fakta ini menjadi
pekerjaan rumah bagi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan
cakupan ZNT agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

Minimnya cakupan ZNT di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM) serta

rendahnya kemauan dari stakeholder dalam bekerjasama terkait pemanfaatan peta



ZNT. Anggaran pembuatan dan pembaruan peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat
selama ini mengandalkan anggaran rutin dari Kanwil dan Kantor Pertanahan yang
dialokasikan melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggunaan anggaran dari pemerintah
daerah dalam pembuatan dan pembaruan peta ZNT hanya pernah dilakukan di
Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan
keterbatasan SDM terkait dengan jumlah personel dan kemampuan teknisnya.
Personel yang menangani pembuatan dan pembaruan peta ZNT rata-rata belum
menguasai teknik aplikasi ArcGIS sebagai instrumen dalam pengolahan data ZNT
yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan peta ZNT,
kemauan dari pemerintah daerah untuk bekerjasama masih rendah serta upaya
yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor-kantor
Pertanahan se-Sulawesi Barat dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah
daerah masih belum maksimal dan terkesan pasif.

Pemanfaatan peta ZNT selain bermanfaat pada peningkatan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Kantor Pertanahan, juga bermanfaat pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten yang bersangkutan.
Dengan menerapkan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB dimana ZNT
mempunyai nilai lebih tinggi daripada NJOP, selanjutnya dapat digunakan untuk
meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sumbernya
berasal dari PAD, untuk digunakan sebagai sarana pembangunan daerah yang
dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dengan pasifnya upaya pemanfaatan peta
ZNT, hal tersebut dipastikan tidak dapat tercapai. Selanjutnya, penulis berupaya
untuk merumuskan konsep kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak,
baik dari pihak BPN maupun pemerintah daerah agar pemanfaatan peta ZNT dapat
berjalan maksimal dan bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk masyarakat.
Strategi komunikasi akan coba diterapkan dalam membangun kolaborasi dengan
pemerintah daerah sehingga Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi
inisiator dalam pemanfaatan peta ZNT yang berdampak positif untuk semua pihak

dan menjadi ujung tombak pembangunan daerah.



1.2. Tujuan Aksi Perubahan
1.2.1. Tujuan Jangka Pendek

e Terwujudnya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pertanahan
dengan Pemerintah Daerah setempat tentang pemanfaatan peta
ZNT;

e Tersedianya peta ZNT yang dapat memenuhi target dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

1.2.2. Tujuan Jangka Menengah
e Meningkatkan PNBP pada Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat;
e Meningkatkan PAD pada kabupaten se-Sulawesi Barat.

1.2.3. Tujuan Jangka Panjang

¢ Mewujudkan satu nilai tanah sebagai dasar penetapan BPHTB dan
PBB;

e Tersedianya APBD yang signifikan untuk digunakan pembangunan
daerah yang berkelanjutan;

e Menjadi role model bagi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan di
provinsi lain dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah
daerah;

1.3. Manfaat Aksi Perubahan
1.3.1. Manfaat Bagi Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
a. Tercapainya target cakupan peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat;
b. Tersedianya data ZNT yang aktual.
1.3.2. Manfaat Bagi Instansi
a. Menjadi pusat basis data ZNT di Provinsi Sulawesi Barat;
b. Terjalin kolaborasi yang sinergis antara Kanwil BPN Provinsi
Sulawesi Barat dan Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
1.3.3. Manfaat Bagi Masyarakat
a. Penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB yang
berdampak pada peningkatan PAD akan dapat meningkatkan APBD

yang nantinya digunakan untuk pembangunan wilayah;
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b. Tersedianya informasi nilai tanah yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat.
1.4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan Kinerja Organisasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan, berikut adalah ruang lingkup aksi
perubahan organisasi kinerja terkait dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Peta
ZNT Melalui Perjanjian Kerjasama di Provinsi Sulawesi Barat”.

a. Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat;
b. Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat;
c. Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat.

Selanjutnya, ditetapkan lokus aksi perubahan adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten Pasangkayu dengan fokus aksi perubahan adalah penyusunan PKS
antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan Pemanfaatan Peta

Zona Nilai Tanah.
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RINGKASAN AKSI PERUBAHAN
2.1. Isu yang Diangkat

Identifikasi permasalahan merupakan bagian dalam proses penelitian yang

dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi

tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal

penelitian. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat pada

kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan antara lain :

a. Cakupan wilayah ZNT di Provinsi Sulawesi Barat masih minim, yakni

hanya sebesar 28,29 % dari total luas wilayah APL;

b. Peta ZNT belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah;

c. Aplikasi Nilai Tanah yang terintegrasi dengan pemerintah daerah belum

tersedia.

Kantor Wilayah Luas
Pertanahan Kab/Kota Update Budidaya (ha)

paten Majene
2 Kabupaten Mamuju
Tengagh
3 Kabupaten
Pasangkayu
4 Kabupaten Mamasa
5 Kabupaten Mamuju
6 Kabupaten Polewali
Mandar

Majene

Mamuju Tengah

Pasangkayu

Mamasa
Mamuju

POLEWALI
MANDAR

(sumber : sipenta.atrbpn.go.id)

2022-06

2022-07

2022-12

2022-09

2022-05

2022-05

37.764

86.646

122.329

96.308

197.212

109.781

650.040

Luas Zona Nilai
Tanah (ha)

27.424

60.226

39.374

22.437
24.740

9.673

183.874

Tabel 1. Cakupan Peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat

Luas Belum
Memiliki ZNT (ha)

10.340

26.420

82.955

73.871

172.472

100.108

466.166

Cakupan
(%)

72.62

69.51

32.19

23.30

12.54

28.29



Tabel 2. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Peta ZNT di Provinsi Sulawesi Barat

Kantor Wilayah Jangka Waktu MoUIKS Status Peatsanzan - Target Realsesi P""“’;:“:':ﬂ“o“’" Perdal SK/ Aluran terkat Pemanfaslan Pela ZNTINET
No| Kantor Pertanahan Pemerintah Daerah Nomor HoU/PKS Ruang Lingkup .
KablKota Ml Tahun Bf;::‘:r“" {Gudah Digksanshen/ash BergnBelan | Kelltan | [ gy L(::’; pnggaren (Rg) | Sudsh | Belm | NomaPerda/SKIAuran | Nomor | Tangal
143 4105K-Lembagal2019 dan 010U
1 Hagne 10076052019 Peman faaian Peta Zona Nigi Tanah ang az Iasih Berjalan 110,000 - - 7009 - v
2 Mamujs 131BVI019 dan 38876.02MI2019 Pgm““a‘a”“mﬂm’n’“”Pe‘”"”’ e | Sudah di eksanakan 10000 | 37328 | 90000000 v
PEMETapan nash Zona war
Tanah dalam Penentuan
Nilai Pajak Bea Perolehan
dielola Hak Atas Tanah dan
3| pokwaiMangar | NEOUPBENPORMEL | e oienriani dan 001/600-cKaNI01g | PEMDLBIEN dan Pemanfastan PelaZona | g0 | g \igsi Berilan 000 | 7048 | Bapenda | 3rp4g | CheBBapenda |y Banqunan diecamatan | 109672121 | 27 DSSEmBer
Mandar Niai Tanah Poiman a2
Poiman Polewal, Wonomulyo,
Watakaii dan Binuang
Kabupaten Polewaii
MaotarTahun 20
Kabupaten Mamuju 007.333.03/VI2018 dan 391/PKS- Pembuatan dan Peman faatan Peta Zona
4 Mamuju Tengah Tengah 76 06MVI0S Nii Tanah a9 - Sudah dilsksanakan 1:10.000 | 32,884 | 150,000,000 | 32684 | dikebola Bapenda v

Untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan melalui aksi perubahan

ini, maka digunakan metode analisis USG (Urgency, Seriousness and Growth).

Penggunaan metode analisis USG menggunakan beberapa indikator sebagaimana

tersaji berikut ini.

Tabel 3. Indikator USG

Urgency

Indikator Deskripsi Indikator

5 Sangat Mendesak | Harus ditindaklanjutidalam 1 bulan

Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam 3 bulan

4
3 Cukup Mendesak | Harus ditindaklanjutidalam 6 bulan
2

Kurang Mendesak | Harus ditindaklanjutidalam 1 tahun

1 Tidak Mendesak | Harus ditindaklanjutidalam >1 tahun

Seriousness
Nilai Indikator Deskripsi Indikator
5 | Sangat Serius | Dampakisu akan berpengaruh secara nasional
Serius Dampak isu akan berpengaruh pada lintas Kantor dan Masyarakat

Cukup Serius

Dampak isu akan berpengaruh pada masyarakat

Kurang Serius

Dampak isu akan berpengaruh pada level Kantor

Tidak Serius

Dampak isu akan berpengaruh pada level Seksi




Growth

Nilai Indikator Deskripsi Indikator

5 | Sangat Cepat Memburuk | Memburuk dalam 1 bulan

Cepat Memburuk Memburuk dalam 3 bulan

4
3 | Cukup Cepat Memburuk | Memburuk dalam 6 bulan
2

Kurang Cepat Memburuk | Memburuk dalam 1 tahun

1 | Tidak Cepat Memburuk Memburuk dalam >1 tahun

Dari indikator USG diatas, maka hasil identifikasi permasalahan akan dinilai
menurut metode analisis USG terkait dengan pemilihan masalah utama
sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Matriks USG

[ lswMasalah/Gap [ Urgency [Seriousness| Growth | Skr [ Ran

Purposes Peta ZNT belum termanfaatkan secara 3 3 1 T 3
optimal
Structure Tidak ada Koordinator Substansi 2 2 2 6 4

Penilaian Tanah dan Ekonomi
Pertanahan di Bidang Pengadaan
Tanah Kanwil BPM Provinsi Sulawesi

Barat

Rewards Kurangnya anggaran dalam pembuatan 1 2 2 5 5
Peta ZNT

Helpful MechanismsTidak adanya aplikasi yang terintegrasi 2 4 2 8 2

dalam pemanfaatan Peta ZNT oleh
pemerintah daerah

Relationships PKS dengan Pemerintah daerah 4 4 4 12 1
tentang pemanfaatan Peta ZNT tidak
optimal

Leadership tidak ada masalah 0 0 0 0 0

Dari metode analisis USG, diperoleh nilai paling tinggi adalah pada isu
relationships, yakni ‘PKS dengan pemerintah daerah tentang pemanfaatan Peta
ZNT tidak optimal’. Maka dengan demikian, isu tersebut kami pilih menjadi masalah

utama yang harus diselesaikan melalui aksi perubahan.



2.2. Terobosan Inovasi

Penerapan inovasi melalui penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah
dalam pemanfaatan peta ZNT sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja terkait
pembuatan peta ZNT dan peningkatan PAD. Selama ini, pemanfaatan peta ZNT
oleh pemerintah daerah terkesan stagnan bahkan meskipun sudah terdapat PKS.
Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dapat menjalin simbiosis mutualisme
melalui penerapan inovasi ini. Jika inovasi ini dapat diterapkan, maka peningkatan
cakupan ZNT di Provinsi Sulawesi Barat dan peningkatan PAD pada kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat dapat secara bersama-sama mengalami peningkatan.

Berdasarkan metode RCA pada bab sebelumnya, telah ditemukan akar
permasalahan yang selanjutnya akan dicari penemuan gagasan penyelesaian
masalah. Penemuan gagasan penyelesaian masalah harus memenuhi 5 (lima)
kriteria inovasi, antara lain memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholders,
memiliki unsur kebaruan, dapat direplikasi, dapat diterapkan secara berkelanjutan
dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Berdasarkan analisis RCA yang telah
disajikan sebelumnya, maka berikut identifikasi melalui kriteria inovasi.

Tabel 5. Identifikasi Gagasan Penyelesaian Masalah Melalui Kriteria Inovasi

Akar Nilai tambah Memiliki Dapat Dapat Sesuai
Permasalahan bagi unsur direplikasi diterapkan dengan nilai-
organisasi kebaruan secara nilai
dan berkelanjutan | organisasi

stakeholders

Komunikasi Menyusun Membentuk Strategi Penyusunan Penerapan
yang tersumbat | suatu  sistem | tim komunikasi dan visi dan misi
antara  Kanwil | komunikasi pemanfaatan | menggunakan | penerapan yang sama
dan Kantah di | yang integratif | peta ZNT kombinasi PKS dalam
Provinsi antara Kanwil cara  formal | pemanfaatan pemanfaatan
Sulawesi Barat | dan Kantah di dan informal peta ZNT | peta ZNT
dengan Provinsi dengan poin-
pemerintah Sulawesi Barat poin yang
daerah dengan jelas

pemerintah

daerah melalui
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No | Akar Nilai tambah Memiliki Dapat Dapat Sesuai
Permasalahan bagi unsur direplikasi diterapkan dengan nilai-
organisasi kebaruan secara nilai
dan berkelanjutan | organisasi
stakeholders
teknologi
informasi
2 Pembagian Kerjasama Tidak Optimalisasi Penerapan Percepatan
target ke seluruh | dengan tergantung PKS dalam | PKS penyelesaian
provinsi pemerintah pada hal pemanfaatan cakupan peta
disesuaikan daerah dapat | anggaran pelaksanaan peta ZNT | ZNT Provinsi
dengan menambah Kementerian | pemanfaatan dengan poin- | Sulawesi
anggaran oleh | target ATR/BPN peta ZNT poin yang | Barat
Kementerian pembuatan jelas
ATR/BPN peta ZNT
3 Kebijakan Pemberdayaan | Transfer ilmu | Membangun Penerapan Optimalisasi
kepegawaian SDM dari | dari SDM | sistem SDM | PKS pemanfaatan
dari pemerintah Kanwil dan | pembuatan pemanfaatan SDM  dalam
Kementerian daerah dalam | Kantah ke | dan peta ZNT | rangka
ATR/BPN pembuatan SDM pemanfaatan dengan poin- | pembuatan
peta ZNT pemerintah peta ZNT | poin yang | dan
daerah yang jelas pemanfaatan
kompeten dan peta ZNT
kapabel
4 Keterbatasan Penggunaan Tidak Optimalisasi Penerapan Pemanfaatan
alokasi dan tergantung PKS dalam | PKS anggaran dari
anggaran  dari | penyerapan pada hal pemanfaatan pemerintah
Kementerian anggaran anggaran pelaksanaan peta ZNT | daerah untuk
ATR/BPN pemerintah Kementerian | pemanfaatan dengan poin- | meningkatkan
daerah untuk | ATR/BPN peta ZNT poin yang | cakupan peta
pembuatan jelas ZNT Provinsi
peta ZNT Sulawesi
Barat
5 Belum adanya | Secara Menyusun Pemanfaatan | Sebagai Pemanfaatan
sinkronisasi bersama-sama | konsep teknologi sistem kontrol | peta ZNT oleh
pemanfaatan merumuskan aplikasi nilai | informasi dalam pemerintah
peta ZNT antara | sistem integrasi | tanah  yang | untuk penerapan daerah dalam
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No | Akar Nilai tambah Memiliki Dapat Dapat Sesuai
Permasalahan bagi unsur direplikasi diterapkan dengan nilai-
organisasi kebaruan secara nilai
dan berkelanjutan | organisasi
stakeholders
Kementerian yang tepat | terintegrasi membangun pemanfaatan rangka
ATR/BPN dalam antara sistem aplikasi | peta ZNT peningkatan
dengan pemanfaatan Kementerian | yang PAD
pemerintah peta ZNT ATR/BPN terintegrasi
daerah dengan
pemerintah
daerah
Dari identifikasi diatas, maka dapat ditetapkan sebuah gagasan

penyelesaian masalah melalui penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah

dalam rangka pemanfaatan peta ZNT dengan menggunakan sistem kerjasama

yang berkesinambungan serta penggunaan aplikasi nilai tanah yang integratif.

2.21.

Milestone Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan, maka diperlukan rencana kegiatan berikut

dengan milestones agar rencana aksi perubahan dapat disusun secara sistematis,

terarah dan terpadu. Upaya optimalisasi pemanfaatan peta ZNT melalui penguatan

kerjasama dengan pemerintah daerah pada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat

dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni :
a) Jangka pendek (60 hari)
b) Jangka menengah (5 bulan), dan

c) Jangka panjang (3 tahun)

2.211.

Jangka Pendek
Tabel 6. Milestone Jangka Pendek

No.

Kegiatan

Bulan

Agustus

September

I

[ [V | |

[ [NV

Output/Outcome
Kegiatan

A Persiapan Pelaksanaan
Aksi Perubahan

1. Pembentukan tim Kerja :

Tim

a. Rapat Pembentukan

Undangan, Daftar
hadir
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No. Kegiatan Bulan Output/Outcome
Agustus September Kegiatan
Il I \Y] I minyiv
b. Penyiapan SK Tim SK Tim
Pelaksana Aksi
Perubahan
c. Rapat Pemantapan Undangan rapat,
Internal daftar hadir,
notulen rapat
B Tahapan Implementasi
Aksi Perubahan
2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Rapat dengan Undangan rapat,
pemerintah daerah notulen rapat,
berita acara,
daftar hadir
b. Penyusunan konsep Draft PKS
PKS
c. Penandatanganan PKS
PKS
C Tahapan Monitoring dan
Evaluasi
3. Monitoring progress Laporan
Mingguan
4. Pelaporan Laporan
2.21.2. Jangka Menengah
Tabel 7. Milestones Jangka Menengah
No. Kegiatan Bulan Output/Outcome
Okt Nov Des Jan Feb Kegiatan
2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024
A Tahapan Implementasi Aksi
Perubahan
1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Rapat dengan
pemerintah daerah

Undangan rapat,
notulen rapat, berita
acara, daftar hadir

b. Penyusunan konsep Draft PKS
PKS

c. Penandatanganan PKS PKS

d. Persiapan penyusunan Draft SK
regulasi pemanfaatan Bupati/Peraturan
peta ZNT oleh Bupati/Peraturan
pemerintah daerah Daerah

e. Penerbitan regulasi SK Bupati/Peraturan
pemanfaatan peta ZNT Bupati/Peraturan
oleh pemerintah daerah Daerah
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terintegrasi

No. Kegiatan Bulan Output/Outcome
Okt Nov | Des Jan Feb Kegiatan
2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024
f. Implementasi
penggunaan ZNT
sebagai dasar
penetapan BPHTB dan
PBB
C Tahapan Monitoring dan
Evaluasi
3. Monitoring progress Laporan berkala
Mingguan
4, Pelaporan Laporan akhir
2.21.3. Jangka Panjang
Tabel 8. Milestones Jangka Panjang
No. Kegiatan Tahun Output/Outcome
Kegiatan
2023 2024 2025
1. Rencana Aksi Perubahan dan
Implementasi
a. Penyusunan SK Tim Kerja SK Tim Pelaksana
Aksi Perubahan
b. Penyusunan konsep PKS Draft PKS
c. Penandatanganan PKS PKS
d. Persiapan penyusunan Draft SK
regulasi pemanfaatan peta Bupati/Peraturan
ZNT oleh pemerintah Bupati/Peraturan
daerah Daerah
e. Penerbitan regulasi SK Bupati/Peraturan
pemanfaatan peta ZNT Bupati/Peraturan
oleh pemerintah daerah Daerah
2. Pelaksanaan PKS
a. Penerapan ZNT sebagai Peningkatan PAD
dasar penetapan BPHTB
dan PBB
b. Penganggaran pembuatan APBD
peta ZNT
c. Pelaksanaan pembuatan Peta ZNT
peta ZNT bekerjasama
dengan pemerintah daerah
3. Monitoring dan Evaluasi
Berkelanjutan
a. Pelibatan stakeholder lain Penyempurnaan
PKS
b. Inisiasi sistem nilai tanah - Aplikasi nilai

tanah terintegrasi
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No. Kegiatan Tahun Output/Outcome
Kegiatan

2023 2024 2025

-  Sistem satu nilai
tanah

c. Pelaporan Pelaporan berkala
dan pelaporan akhir

2.2.2. Pemanfaatan Sumber Daya
2.2.21. Tim Efektif
Dalam melaksanakan Laporan Implementasi aksi perubahan diperlukan
tim efektif. Berikut adalah struktur tim efektif untuk mendukung keberhasilan dari
Laporan Implementasi aksi perubahan.
Gambar 1. Struktur Tim Efektif

Project Leader :

Coach : Mentor :

Drs. Arwin Baso, M.M., QRMO. &'ﬂ:a”e“ Purnomo, S.IP., Humaidi, A.Ptnh., M.M.

Project Team :
Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan
Pencadangan Tanah
Penata Pertanahan Muda Bidang PTP
Analis Survei dan Pemetaan Bidang PTP
Pengadministrasian Pertanahan Bidang PTP
PPNPN Bidang PTP
Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat
Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
se-Sulawesi Barat
Koordinator Substansi Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan se-Sulawesi Barat
Staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-

Tim efektif diatas berfungsi untuk memudahkan kerja tim agar lebih efektif

dan efisien. Berikut adalah definisi dari masing-masing tim efektif :
1. Mentor, adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat,
berperan sebagai pengarah, pembimbing dan menyetujui serta

mendukung aksi perubahan;
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2. Coach, adalah widyaiswara, bertugas memberikan bimbingan, arahan,

masukan serta konseling kepada Project Leader selama Aksi Perubahan

berlangsung;

3. Project Leader, adalah pemilik Laporan Implementasi aksi perubahan,

bertugas mengarahkan anggota Project Team dan bertanggungjawab atas

semua rangkaian aksi perubahan mulai dari tahapan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

Project Team, adalah tim yang bertugas membantu Project Leader dalam

rangka mencapai kesuksesan pelaksanaan aksi perubahan, dengan

rincian sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah,
bertugas menyiapkan data yang diperlukan dan berkoordinasi
dengan Seksi PTP Kantor Pertanahan;

Penata Pertanahan Muda Bidang PTP, bertugas menyiapkan data
yang diperlukan;

Analis Survei dan Pemetaan Bidang PTP, bertugas menyusun data
yang diperlukan;

Pengadministrasian Pertanahan Bidang PTP, bertugas menyusun
data yang diperlukan;

PPNPN Bidang PTP, bertugas menyusun data yang diperlukan;
Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat, bertugas menjalin
komunikasi dengan pemerintah daerah setempat dan menginisiasi
perjanjian kerjasama;

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi
Barat, bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam
menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan
menyusun konsep perjanjian kerjasama;

Koordinator ~ Substansi  Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan se-Sulawesi Barat, bertugas membantu Kepala
Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dalam menyusun

konsep perjanjian kerjasama;
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i) Staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi
Barat, bertugas membantu Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan dan Koordinator Substansi Seksi Pengadaan
Tanah dan Pengembangan dalam menyiapkan data penyusunan

konsep perjanjian kerjasama.

2.2.2.2. Identifikasi Stakeholders

Dalam Laporan Implementasi aksi perubahan terdapat beberapa

stakeholders yang terlibat dimana stakeholders ini mempunyai peranan penting

terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah identifikasi

stakeholders yang terlibat dalam Laporan Implementasi aksi perubahan ini :

1.

Stakeholders internal, adalah stakeholders yang mendukung aksi
perubahan berasal dari dalam unit kerja, diantaranya Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Koordinator Substansi Pengadaan
Tanah dan Pencadangan Tanah, Penata Pertanahan Muda, Analis Survei
dan Pemetaan, Pengadministrasian Pertanahan dan PPNPN Bidang
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi
Barat, Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat, Kepala Seksi
Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi Barat, Koordinator
Substansi Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi
Barat dan staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Sulawesi
Barat;

Stakeholders eksternal, adalah stakeholders yang menjadi sasaran aksi
perubahan dan berasal dari luar unit kerja, diantaranya Pemerintah
Daerah se-Sulawesi Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan masyarakat.

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan, stakeholders dapat dipetakan

secara diagram yang digambarkan sebagai berikut.
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Pengaruh
Influence

Gambar 2. Diagram Stakeholders

Latents

KPK

Apathetics

PPAT
Masyarakat

Promoters

Pemerintah Daerah

Defenders

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat

dan

Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat

Selanjutnya,

Kepentingan

Interest

identifikasi stakeholders dapat dipetakan dengan tabel

sebagai berikut.
Tabel 9. Identifikasi Stakeholders

Nama Pengaruh | Pengaruh | Kepentingan | Kepentingan/ | Blocker/Supporter
Stakeholders besar kecil Iminat besar | minat kecil INeutral
Kanwil BPN N \ Supporter
Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor N \ Supporter
Pertanahan se-
Sulawesi Barat
Pemerintah N \ Blocker
Daerah
KPK N N Neutral
PPAT N N Blocker
Masyarakat N ~ Blocker

2.2.2.3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholders
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Pengaruh

Influence

Membangun jaringan dengan stakeholders tidak dapat dilepaskan dari
komunikasi. Dalam konteks aksi perubahan, diperlukan komunikasi internal dan
eksternal. Komunikasi merupakan sarana untuk membangun pemahaman
bersama akan nilai-nilai, norma, maupun target-target organisasi dan cara
mencapai target tersebut. Komunikasi internal dilakukan dalam rangka
menemukan formula yang tepat untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis
dengan pemerintah daerah, sedangkan komunikasi eksternal dilakukan selain
dalam rangka menerapkan tujuan pemanfaatan peta ZNT secara optimal oleh
pemerintah daerah, juga memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada
masyarakat terkait manfaat kenaikan pemungutan BPHTB dan PBB sebagai
dampak dari penggunaan ZNT sebagai dasar pemungutan, yakni peningkatan
PAD dan selanjutnya digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui
APBD.

Strategi komunikasi antarstakeholders dapat dipetakan melalui diagram
sebagai berikut.

Gambar 3. Strategi Komunikasi Stakeholders

Keep Satisfied Work Together

Pemerintah Daerah, Kanwil BPN
KPK Provinsi Sulawesi Barat dan
Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat

Minimal Effort Show Consideration
Masyarakat PPAT

A 4

Kepentingan
Interest
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Dari diagram diatas, strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPK
termasuk dalam kategori “Keep Satisfied”, dimana mereka mempunyai power
yang tinggi namun pengaruhnya rendah. KPK mempunyai kepentingan untuk
mengawal suatu transaksi keuangan negara atau daerah agar berjalan akuntabel
sehingga mereka mempunyai power untuk memaksa pemerintah daerah
menjalankan transaksi non tunai terutama dalam hal pembayaran BPHTB dan
PBB. Sedangkan untuk entitas Pemerintah Daerah, Kanwil BPN dan Kantor
Pertanahan se-Sulawesi Barat termasuk dalam kategori “Work Together”, dimana
mereka saling berkolaborasi untuk mewujudkan tatanan keuangan daerah yang
akuntabel dan berimplikasi positif terhadap PAD melalui pemanfaatan peta ZNT
sebagai dasar penetapan BPHTB dan PBB. Sebagai user, PPAT termasuk dalam
kategori “Show Consideration” dimana pada kategori ini PPAT mempunyai
kepentingan sebagai fasilitator dalam pemungutan BPHTB terhadap masyarakat
namun tidak mempunyai posisi tawar dalam pengambilan kebijakan terkait
pemanfaatan peta ZNT. Sedangkan masyarakat berada pada kategori “Minimal
Effort” karena menjadi obyek kebijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan peta
ZNT sebagai dasar penetapan BPHTB dan PBB dan mereka tidak mempunyai

posisi tawar apapun untuk merubah kebijakan tersebut.

2.2.2.4. Pemetaan Jejaring Kerja
Hubungan antarstakeholders merupakan jejaring kerja yang tidak dapat
dipisahkan. Peranan dan hubungan antarstakeholders baik internal maupun

eksternal dapat dicermati dari gambar dibawah ini.
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Gambar 4. Pemetaan Jejaring Kerja Antarstakeholders

Kakanwil

BPN Pertanahan

e ‘
Pemerintah

Masyarakat Daerah

Keterangan :

P Garis komando

— == == == == Garis koordinasi

2.2.3. Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan aksi perubahan selalu terdapat risiko yang
kemungkinan dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan
struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam
pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Berikut adalah upaya melakukan manajemen
risiko yang disajikan melalui tabel.

Tabel 10. Manajemen Resiko Terhadap Aksi Perubahan

No. Tahapan Kegiatan | Identifikasi Risiko | Upaya Pemantauan

Pengendalian

1. Pembentukan  tim | Prioritas yang | Pembangunan Setiap pekan
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No. Tahapan Kegiatan | Identifikasi Risiko | Upaya Pemantauan
Pengendalian
kerja terbagi komitmen awal
antaranggota tim
kerja
2. Penyusunan PKS Isi PKS tidak saling | Melakukan Sebelum  draft
menguntungkan analisis awal | PKS diajukan ke
pada saat | Kepala Kantor
penyusunan draft | dan Bupati
PKS terhadap
keuntungan-
keuntungan yang
akan  diperoleh
kedua belah
pihak
3. Tindak lanjut PKS 1. Kurangnya 1. Melakukan Setiap bulan
perhatian  dari inisiasi
pemerintah pembuatan
daerah aplikasi  nilai
2. Tidak tersedia tanah  yang
anggaran  dari terintegrasi
pemerintah antara
daerah Kementerian
ATR/BPN
dengan
pemerintah
daerah

2. Mendorong

penganggara

n pembuatan

peta ZNT
pada APBD
yang

dituangkan di
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No. Tahapan Kegiatan | Identifikasi Risiko | Upaya Pemantauan

Pengendalian

dalam PKS
4. Penerapan ZNT | Resistensi dari | Secara bersama- | Setiap bulan
dalam penetapan | masyarakat sama melakukan
BPHTB dan PBB sosialisasi
kepada
masyarakat

tentang manfaat
kenaikan BPHTB
dan PBB

2.3.Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan Kinerja
Organisasi

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya
kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai yang terdampak atas inovasi
tersebut. Oleh karenanya, perlu disusun rencana strategi pengembangan potensi
diri kompetensi untuk adopsi aksi perubahan yang paling tidak memuat siapa pihak
yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan
bagaimana cara (strategi) pengembangannya.

Strategi pengembangan kompetensi dalam Laporan Implementasi aksi
perubahan yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Melalui
Penguatan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

No Pihak Terdampak Perubahan Kompetensi Cara Pengembangan
yang Dibutuhkan Kompetensi (klasikal/non
klasikal)

1. | Bidang Pengadaan | 1. Mampu berinisiatif | Diskusi formal dan informal,
Tanah dan membangun  jejaring | bimtek, mentoring, coaching
Pengembangan kerja terutama dalam
Kanwil BPN Provinsi hal pemanfaatan peta
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No Pihak Terdampak Perubahan Kompetensi Cara Pengembangan
yang Dibutuhkan Kompetensi (klasikal/non
klasikal)

Sulawesi Barat ZNT
2. Peningkatan  strategi
komunikasi dengan

stakeholders terkait

2. | Kantor Pertanahan se- | 1. Mampu  membangun | Diskusi formal dan informal,

Sulawesi Barat sinergitas dengan | bimtek, pelatihan
pemerintah daerah
dalam pelaksanaan

PKS pemanfaatan peta
ZNT

2. Peningkatan  kualitas
produk pembaruan dan

pembuatan peta ZNT

3. | Pemerintah  Daerah | 1. Mampu menyesuaikan | Sosialisasi, FGD, bimtek

se-Sulawesi Barat kemampuan teknis
dengan pelaksana dari
Kanwil dan Kantah

2. Konsistensi
melaksanakan PKS
yang telah disusun dan
disepakati

3. Penguasaan teknologi
digital dalam rangka
inisiasi sistem aplikasi

nilai tanah yang

terintegrasi

2.4 Hasil Identifikasi Pengembangan Diri

2.4.1. Hasil Asesmen Bersama Mentor
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar

24



Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, terdapat 8 (delapan) kompetensi
manajerial yang menjadi kompetensi generik PNS, yaitu : Integritas, Kerjasama,
Komunikasi, Orientasi Pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri Dan
Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan.

Dalam rangka pemetaan potensi diri dan kompetensi manajerial, maka
dilakukan asesmen bersama mentor yang disajikan dalam bentuk tampilan
screenshot feedback berikut ini.

Gambar 5. Formulir Peserta Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku

FORMULIR PESERTA

Nama . OkiHarien Purnomo, S.IP., MPA.
NIP 19831023 200804 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Instansi . Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Kom, n Sub Komponen SKOR1-10
1 |Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai,
R z 3 4R 9
norma, dan aturan or dalam segala situasi dan kondisi.
2 M | i terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang s
dipimpinnya.
3 |Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu 9
yang ada.
INTEGRITAS 4 |Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memberikan informas! yang s

dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai etika or

S [Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/ anak buah yang dipimpin

agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala 9

situasi dan kondisi

6 [Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang
berlaku di organisasi termasuk k k inya, dalam i ta/ 9

anak buah yang dipimpin yang ada.

JUMLAH 8.83

7 |Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak

buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti 9

arahan yang ter i ya.

8 |Aktif mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam

rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang 9

diselenggarakan or i

KERJASAMA 9 [Memanfaatkan jejaring dengan p ku k i eksternal or

dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan

10 |Menday kan atau lah keberagaman pendapat atau karakter di

unit/tim kerjanya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif.

11 |MENGAMER anaK DUal atau rekan Kera Se ya gam@am rangra DETROMToUST
secara aktif sesuai peran masing-masing guna mencapai tujuan yang

(]

0

oo

JUMLAH
12 |Mengevaluasi dan menganalisa hasil evaluasi terhadap pemberian pelayanan
13 |Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang

MENGELOLA 14 |Memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui
PERUBAHAN 1S |Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas hasil kerja unit dengan

16 | Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk
JUMLAH

@ |00 |w |w | |w | w
3 3

o

Gambar 6. Formulir Mentor Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku
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FORMULIR MENTOR

Nama Peserta Cki Harien Purnomo, S.IP., MPA. Nama Mentor : Humsidi, A.Ptnh., M.M.
NIP 19831022 200804 1 002 NIP: : 19670401 198602 1 001
Jabatan Kepala Bidang Pengadaan Tansh dan Pengemb Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Instansi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Instansi . Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator
| _Komponen SKOR 1 -10
1 |Memastikan anggots/ anak bush yang dipimpin berti sesusi gan nilsi, 3
norma, dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
2 komitmen terhadsp penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang 9
| |dipimpinnya.
2 |Memasstikan anggota/ ansk bush yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam 3
melsksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesum tenggat wmu yang
INTEGRITAS | 4 |Memsstikan anggots/ ansk bush yang dipi inf i yang dspst 9
dlpeusya kepada orang Isin/ pihak lain sesusi etika organisasi.
5 |M i dan teg kepada anggota/ ansk bush yang dipimpin agar °
bertindak selaras dengan nilsi, norma, dan etika organisasi dalam segala situssi
& [Memberikan argumentasi dengsan disertai pemahamannys atss ketentusn yang °
berlsku di organisasi termasuk konsekuensinys, dslam memastikan anggota/ snak
JUMLAH 8.67
7 |Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga reksn tim stau anak bush 8
| Idi lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang
8 |Axtif mencari peluang I i gan pihak-pihak i | organisasi dslam 3
rangka nilgi-nilsi lebih bagi itas kinerja maupun layanan yang
9 | M f 1 jejaring d p ku kepentingan eksternal organisasi dalam
KERJASAMA rangks menciptsksn peluang kerja sams yang sifatnys berkelanjutan °
10 |Mendayagunakan atsu mengolah keberagaman pendapat atau karakter di unittim 9
| lkerianya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif.
11 |Mengajsk anak bush atsu rekan kerja se timnya dslam rangks berkontribusi secara °
sktif sesusi peran masing-masing guns mencapsi tujusn yang disepakati.
JUMLAH 8.60
12 |Mengevaluasi dan meng. lisa hasil lussi pemberian pelay
yang diberikan oleh unit kerjs seb i pertimbangsan untuk perbaiki standar 8
| |pelayanan yang berlaku.
13 |Mengantisipssi kebutuhan perubshan dan menyiapksan slternstif solusi yang dapst
dilakukan oleh unit kerjanys untuk menghadspi perubahan 9
MENGELOLA | 14 |Memberikan kepercayaan dan kepada b h lal 1
PERUBAHAN yang lebih menantang yang disesusikan dengan kemampuan dan karaktenstlk 9
15 |Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas hasil kerjs unit dengan 3
mengembanglzan cara kerjs ataupun metode kerjs yang lebih efelm
16 | Proaktif i peluang perbasi dan meny I if solusi untuk
i p di lingk 1 unit kerja 9
JUMLAH 8.60

Gambar 7. Rekap Nilai Peserta Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku

REKAP NILAI' PESERTA
Nama : Oki Harien Purnomo, S.1P., MPA.
NIP 3 19831023 200804 1 002
Jabatan : Kepala Bidang daan Tanah dan
Instansi 3 Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
8 Baik
Kedisplinan 9 Istimewa
Kejujuran 9 Istimewa
i i 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
8.83 Baik
9 Istimewa
9 Istimewa
Kerjasama 9 Istimewa
Fleksibilitas 8 Baik
dalam Tim 9 Istimewa
Rata-Rata 8.80 Baik
Orientasi Pelayanan 5 Istimewa
Adaptabilitas 8 Baik
Hiengeldla Ferubishan Pevgembéngan diri‘& org lain 9 lst?mewa
Orientasi pada hasil 9 Istimewa
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 8.60 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.74 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
56.99 Cukup
3-499 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang
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Gambar 8. Rekap Nilai Mentor Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku




REKAP NILATMENTOR

Nama Peserta Oki Harien Purnomo, S.IP., MPA. Nama Mentor  : Humaidi, APtnh., M.M.
NIP 19831023 200804 1 002 NIP: : 19670401 198603 1 001
Jabatan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Peng Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Instansi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Instansi : Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Komponen | Sub Komponen Nilai Kualifikasi
hanggung jawab 8 Baik
m|tmen 9 Istimewa
ispli 8 Baik
Integritas Kejujuran 9 Istimewa
istensi 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
Rata-Rata 8.67 Baik
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Kerjasama ikasi 9 Istimewa
Fleksibilitas £l Istimewa
Komitmen dalam Tim 9 Istimewa
Rata-Rata 8.60 Baik
Orientasi Pelayanan 8 Baik
il 9 Istimewa
Mengelola Perubahan Perxgemb.angan dm.& org lain 9 Istlmfwa
Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 9 Istimewa
Rata-Rata 8.60 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 862 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-899 Baik
5699 Cukup
3499 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang.

Gambar 9. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor Dalam Asesmen Penilaian Sikap

Perilaku

Gambar 10. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta
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REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR
Nama Oki Harien Purnomo, S.1P., MPA. Nama Mentor Humaidi, A.Ptnh., M.M.
|NIP 19831023 200804 1 002 NIP: 19670401 198603 1 001
_Jabatan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengemba Jabatan Kepala Kantor Wilayah
_Instansi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Instansi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
|Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator
K Sub Nilai Peserta | Nilai Mentor Nilai Rata-Rata Kualifikasi
Tanggung jawab 9 8 8.30 Baik
Komitmen 8 9 8.70 Baik
Kedisplinan 9 8 8.30 Baik
Integritas Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa
Konsistensi S 9 9.00 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilemg 9 el 9.00 Istimewa
Rata-Rata 8.83 8.67 8.72 Baik
Kerjasama Internal 9 8 8.30 Baik
Kerjasama Eksternal 9 8 8.30 Baik
Kerjasama Komunikasi El 9 9.00 Istimewa
Fleksibilitas 8 9 8.70 Baik
Komitmen dalam Tim 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 8.80 8.60 8.66 Baik
Orientasi Pelayanan 9 8 8.30 Baik
Adaptabilitas 8 el 8.70 Baik
Mengelola Perubahan Perjgembéngan diri‘& org lain 9 El 9.00 lstim?wa
Orientasi pada hasil El 8 8.30 Baik
Inisiatif 8 S 8.70 Baik
Rata-Rata 8.60 8.60 8.60 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.74 8.62 8.66 Baik
Keterangan Kualifikasi
19.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
|5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang




Dalam Asesmen Penilaian Sikap Perilaku

" REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : Oki Harien Purnomo, S.IP., MPA. Nama Mentor : Humaidi, A.Ptnh., M.M.
NIP © 19831023 200804 1 002 NIP: : 19670401 198603 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengemba Jabatan . Kepala Kantor Wilayah
Instansi . Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Instansi :  Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
Program . Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Nilai Ki
Sub Komponen Sub Komponen Mengelola | Rata-Rata Total | Kualifikasi Total
Integritas Perubah Sub Komp Sub Komponen
Peserta 8.83 8.60 8.74 Baik
Mentor 8.67 8.60 8.62 Baik
Pl Ratmfate Ear 8.72 8.60 8.66 Baik
Sub Komponen
Kualifikasi Per Sub . . .
K Baik Baik Baik
omponen
Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
9.00-10 Istimewa 8.66
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang

Dari hasil asesmen dengan mentor diatas, maka disepakati bahwa rencana
pengembangan bersama mentor untuk peserta ialah dalam komponen ‘Mengelola
Perubahan’ dikarenakan pada komponen ini nilai yang diperoleh paling rendah.
Peserta diminta untuk lebih proaktif untuk dapat mengelola dan mengarahkan pihak
lain untuk dapat mengatasi tuntutan perubahan. Selain itu peserta juga diarahkan
untuk lebih dapat memastikan tim kerja mampu menghadapi tuntutan perubahan
dengan pengelolaan yang lebih spesifik.

2.4.2. Data Kompetensi Manajerial Peserta Berdasarkan Sistem Informasi
Penilaian Kompetensi

Selain dari asesmen bersama dengan mentor, penilaian kompetensi
manajerial untuk peserta juga didasarkan pada hasil asesmen dari Lembaga
Administrasi Negara yang tersaji dalam Sistem Informasi Penilaian Kompetensi
(SIPK). Berikut adalah hasil asesmen peserta yang telah dilaksanakan pada tahun
2022 dan tertuang dalam SIPK.
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Gambar 11. Potensi Peserta Berdasarkan SIPK

Profil Potensi

Detil Nilai Potensi

= Aspek Potensi Nilai Keterangan
Kemampuan Intelektual 3
Kemampuan Intelektual 3 Cukup
Kemampuan 3
Interpersonal Kemampuan Interpersonal 3 Cukup
Kesadaran Diri (Self Kesadaran Diri (Se!f Awareness) 3 Cukup
Awareness) .
Kemampuan Berpikir Kemampuan Berpikir Kritis dan Strategis (Critical 3 Cukup
Kritis dan Strategis 3 and Strategic Thinking)
(Critical and Strategic
Thinking)
Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan 3 Cukup
Kemampuan Menyeles. 3 (Problem Solving)
Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient) 4 Baik
Kecerdasan Emosional
(Emotional Quotient) 4
Kemampuan Belajar Cepat dan Mengembangkan 3 Cukup
Rerampdon el Diri (Growth Mindset)
Cepat dan 3
Mengembangkan Diri
{Growth Mindset) Motivasi dan Komitmen (Grit) 4 Baik
Motivasi dan Komitmen a4
(Grit)
0 a a s
Gambar 12. Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Peserta
Nilai -+ Standar = Aspek Kompetensi Nilai Standar Gap
Integritas 3 3 0
Kerja Sama 2 3 =]
Integritas
Komunikasi 2 3 =
Perekat Bangsa 3 Kerja Sama
Orientasi pada Hasil 1 3 -2
Pelayanan Publik 2 3 =1
_ Pengembangan Diri dan Orang Lain 1 3 -2
Pengambilan Komunikasi
Keputusan
Mengelola Perubahan 2 3 =]
Pengambilan Keputusan 2 3 =1
Perekat Bangsa 2 3 ul |
Mengelola Orientasi pada
Perubah Hasil - . .
erubahan sl Total Nilai : 17, JPM : 62,96 %, Kategori : Kurang Optimal n
Anda memiliki total 8 aspek dibawah standar yaitu pada aspek : Kerja S
Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri {
Pengembangan Orang Lain, Mengelola Perubahan, Pengambilan Keputusan, Perekat BangliiZ
Diri dan Orang Pelayanan Publik

Lain

kompetensinya dalam beberapa aspek berikut ini.

Tabel 12. Saran Pengembangan Kompetensi Peserta

No Aspek Kegiatan Keterangan
Kompetensi Pengembangan
1. Kerja Sama Pelatihan Membangun | Kegiatan untuk dapat
Aliansi memahami  tuntutan  dari
ketergantungan tingkat tinggi
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Berdasarkan data pada SIPK diatas, peserta masih perlu mengembangkan



No

Aspek

Kompetensi

Kegiatan

Pengembangan

Keterangan

antarorganisasi; memiliki
kemampuan untuk memberi

dan memberikan

yang
kekuatan-kekuatan

arahan

perbedaan signifikan
diantara
model-model

partner dan

operasionalnya

Komunikasi

Coaching  Keterampilan

Manajemen Interpersonal

Kegiatan untuk melatih

kemampuan dalam
komitmen dan

pihak

mendorong
kooperatif dari lain,

terutama tim kerja

Orientasi Pada

Hasil

Pelatihan Penetapan

Target Kinerja

Mampu merencanakan target
kinerja melampaui dari apa

yang diharapkan

Pelayanan Publik

Pelatihan Sistem Berpikir

Kegiatan untuk melatih

kemampuan mengidentifikasi

manfaat menggunakan
pemikiran sistem di tempat
kerja

Pengembangan Pelatihan Kepemimpinan | Kegiatan untuk membantu

Diri dan Orang Lain

Tranformasional

orang lain berpikir kritis dan

mendorong  kreativitas dan
inovasi
Mengelola Coaching Manajemen | Kegiatan untuk melatih
Perubahan Aksi Perubahan kemampuan dalam
memanfaatkan kesuksesan

dalam menghadapi perubahan

serta memeriksa pelajaran
yang didapat
Pengambilan Pelatihan Problem | Melatih  kemampuan untuk
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No Aspek Kegiatan Keterangan
Kompetensi Pengembangan

Keputusan Solving dapat mengevaluasi beberapa
alternatif dan memilih tindakan

yang paling sesuai
Perekat Bangsa Coaching mendorong | Mampu mengidentifikasi
Kesatuan dalam | keberagaman di tempat kerja
Keberagaman dan mendorong pihak lain

untuk dapat memiliki
pemahaman terkait latar

belakang yang berbeda
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BAB Il
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
3.1. Membangun Integritas

Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercaya dan
sikap jujur seseorang dalam menjelaskan “kepercayaan”. Adapun peran
kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh
lima hal pokok, yaitu: etika kepemimpinan; manajemen dan pengawasan akitif;
pemilihan orang yang tepat; proses yang efektif; dan pelaporan yang profesional.

Dalam aksi perubahan ini penulis telah melakukan upaya membangun
integritas baik di lingkungan Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor
Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat maupun jajaran Seksi
Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Se-Provinsi Sulawesi Barat. Upaya tersebut
diantaranya dengan cara menyampaikan tentang perilaku etis dan integritas,
membangun komitmen, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab untuk
mewujudkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yang Melayani, Profesional dan
Terpercaya. Upaya ini dilakukan antara lain melalui rapat-rapat (offline dan zoom),
diskusi grup melalui aplikasi mobile whatsapp dan sebagainya.

Penulis juga melakukan komunikasi yang intens dengan pimpinan dalam hal
ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang
juga merupakan Mentor dalam penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini
sebagai upaya untuk membangun integritas dalam pelaksanaan pelaporan yang
profesional. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan integritas ini antara lain
masih ada komponen dalam tim efektif dan stakeholders yang belum memiliki rasa
tanggungjawab terhadap tugasnya serta masih memprioritaskan tugas pokok dan
fungsi utamanya. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan cara
secara intens berkomunikasi terkait dengan pelaksanaan tugas aksi perubahan
serta memberikan pemahaman terkait manfaat aksi perubahan yang akan

dilaksanakan.
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Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor
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Sedangkan Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas laporan
kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang
dijalankan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan
akuntabilitas antara lain menyampaikan kepada seluruh staf agar melaksanakan
pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, mengefisienkan biaya-biaya yang
diperlukan dan harus ada kepastian waktu penyelesaian semua pekerjaan yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi diantaranya penyelesaian tugas-tugas
pembuatan, pembaruan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah.

3.2. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Dalam era globalisasi saat ini, diperlukan suatu sarana efektif untuk
membangun komunikasi dan koordinasi. Salah satunya adalah pemanfaatan
teknologi digital dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Berikut adalah beberapa
strategi pemanfaatan teknologi digital dalam rangka pencapaian tujuan dari aksi
perubahan :

1. Penggunaan aplikasi whatsapp dan zoom meeting dalam berkoordinasi
antarstakeholders;

Penggunaan google drive dalam pengelolaan arsip persuratan;
Penggunaan google sheet untuk pelaporan;
Penggunaan aplikasi SIPENTA dalam menyajikan informasi nilai tanah;

o &~

Inisiasi menciptakan aplikasi nilai tanah yang terintegrasi antara

Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah;
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6. Pembayaran BPHTB dan PBB non tunai melalui aplikasi pembayaran

digital yang disupervisi oleh KPK.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi saat ini adalah
proses penerapan aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi dengan nilai tanah
masih belum host fo host antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, pengetahuan beberapa personel tim efektif terhadap teknologi informasi
masih kurang. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain, berkoordinasi
dengan pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Data dan
Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
terkait dengan inisiasi pembuatan aplikasi sistem nilai tanah yang terintegrasi.
Sedangkan dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi informasi oleh
beberapa personel tim efektif, upaya yang telah dilakukan adalah pertukaran ilmu
teknologi informasi dari masing-masing personel tim efektif.

3.3. Pengelolaan Tim
3.31. Rapat Pembentukan Tim Efektif

Rapat Pembentukan Tim Efektif dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023
bersama seluruh pegawai di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.
Pembentukan Tim Efektif dilakukan dengan diskusi terbuka dengan Pejabat
Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Bidang
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut diperoleh dukungan dan masukan
serta rumusan dalam pembentukan tim pelaksana yang efektif. Tim pelaksana terdiri
dari koordinator dan satuan tugas pelaksana dengan pembagian tugas dan

tanggung jawab masing-masing.
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Gambar 14. Rapat Pembentukan Tim Efektif

3.3.2. Penerbitan Surat Keputusan Tim Kerja Efektif

Untuk melaksanakan aksi perubahan, maka dibentuk tim kerja efektif sesuai
dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 159/SK.76.AT.03.02/1X/2023 Tanggal 05 September 2023
tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator Angkatan Il Tahun Anggaran 2023 (Lampiran I).
Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka menjadi dasar pelaksanaan kegiatan
aksi perubahan pada seluruh tahapan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dalam
rangka Optimalisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Melalui Penguatan
Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Sulawesi Barat.
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BAB IV

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

4.1. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Aksi perubahan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan capaian

dalam perbaikan sistem pelayanan. Pelayanan yang berkaitan dengan pemanfaatan

peta ZNT adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses pembayaran PBB

maupun BPHTB serta manfaat jangka panjangnya adalah tersedianya PAD yang

signifikan untuk pembangunan daerah.

Manfaat selanjutnya untuk organisasi adalah efisiensi anggaran dimana

kerjasama dengan pemerintah daerah memungkinkan untuk penggunaan APBD

dalam hal pembuatan dan pembaruan peta ZNT. Dari sistem kerjasama ini dapat

menghasilkan efisiensi anggaran dari Kementerian ATR/BPN kurang lebih sebesar

Rp. 200.000.000,-/tahun.

Tabel 13. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Indikator Perbaikan

No. . Sebelum Inovasi Sesudah Inovasi
Kualitas Pelayanan
1. | Kebijakan Pelayanan Pemanfaatan ZNT hanya di Pemanfaatan ZNT host-to-host
Kantor Pertanahan antara Pemerintah Daerah
dengan Kantor Pertanahan
2. | Efisiensi - Pembuatan dan - Pembuatan dan Pembaruan
Pembaruan Peta ZNT ZNT dapat dilaksanakan
hanya dilakukan oleh secara bersama-sama
Kantor Pertanahan antara Kantor Pertanahan
dan Pemerintah Daerah
- Sumber Dana berasal dari | - Sumber Pembiayaan
DIPA Kanwil/Kantah menggunakan APBD
3. | Jaminan Pengenaan Pajak berasal Pengenaan Pajak berasal dari

dari NJOP yang tidak
diperbarui

Nilai Tanah yang diperbarui
setiap tahun sehingga mampu
meningkatkan PAD

4.2. Manfaat Aksi Perubahan

4.2.1. Manfaat Bagi Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan

a. Dalam proses pelaksanaan Aksi Perubahan ini, target cakupan peta ZNT

di Provinsi Sulawesi Barat telah terlampaui yaitu dari target seluas

40.000 ha diperoleh hasil seluas 48.218,20 ha;
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b. Tersedianya data ZNT yang aktual dengan penambahan 40.000 ha di
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa pada tahun 2023 dan
direncanakan akan disediakan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten

Polewali Mandar di tahun 2024 untuk pembuatan peta ZNT.
4.2.2. Manfaat Bagi Instansi

a. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Pertanahan
Kabupaten se-Sulawesi Barat menjadi basis data ZNT yang dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,;

b. Telah terjalin kolaborasi yang sinergis antara Kanwil BPN Provinsi
Sulawesi Barat dan Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dibuktikan dengan
antara lain penghargaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN untuk Kantor
Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagai Peringkat 1 Aktif dalam
Melaksanakan PKS Pemanfaatan ZNT (mendapatkan anggaran dan
digunakan untuk pajak daerah) dan Nota Kesepakatan Sinergi Antara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan,
Pembaruan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (evidence
terlampir).

4.2.3. Manfaat Bagi Masyarakat

a. Penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB yang
berdampak pada peningkatan PAD akan dapat meningkatkan APBD yang
nantinya digunakan untuk pembangunan wilayah, dibuktikan dengan
peningkatan PAD di Kabupaten Polewali Mandar dimana terdapat
peningkatan PAD sebesar kurang lebih 70% dari sebelum diterapkan
pemanfaatan peta ZNT dengan sesudah diterapkan pemanfaatan peta
ZNT (data terlampir);

b. Masyarakat dapat memanfaatkan informasi nilai tanah sebagai referensi
transaksi jual beli melalui permohonan langsung ke Kantor Pertanahan.
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4.3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan
Pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan dilakukan dengan cara
mengidentifikasi pihak yang terdampak, diantaranya Kanwil BPN Provinsi Sulawesi
Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah.
Beberapa metode pengembangan kompetensi yang diterapkan pada pihak yang
terdampak ini antara lain melakukan diskusi baik formal maupun informal pada
personel di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi
Sulawesi Barat dalam rangka peningkatan kapasitas inisiatif membangun jejaring
kerja dengan stakeholders terutama dalam hal strategi komunikasi yang akan
dijalankan. Kemudian untuk Kantor Pertanahan Kabupaten se-Sulawesi Barat juga
dilakukan diskusi formal dan informal terkait strategi pembangunan sinergitas
dengan pemerintah daerah serta peningkatan kualitas produk pembaruan peta ZNT.
Sedangkan untuk Pemerintah Daerah baru sebatas koordinasi dengan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar dan

Kabupaten Mamuju Tengah terkait pemanfaatan peta ZNT (foto terlampir).
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5.1.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN
Dasar-Dasar Kepemimpinan
Mata pelatihan pilihan Dasar-Dasar Kepemimpinan bermanfaat untuk :
Membandingkan cara kerja lama dengan metode/proses baru selaras dengan
ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;
Menjelaskan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan;
Menjelaskan perilaku cepat dan tanggap dalam menerima perubahan;
Menganalisis informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;
Menentukan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber
informasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Terkait dengan Implementasi Aksi Perubahan, mata pelatihan pilihan ini dapat

diterapkan dalam hal penentuan isu yang selama ini tidak maksimal dilaksanakan,

yakni pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah daerah sebagai dasar penetapan

PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan PAD. Upaya yang dilakukan terkait

dengan kepemimpinan adalah mencoba mendorong tim efektif untuk menijalin

jejaring kerja dengan pemerintah daerah dengan cara menerapkan strategi

komunikasi yang tepat.

5.2. Manajemen Hubungan Publik

Mata pelatihan pilihan Manajemen Hubungan Publik bermanfaat untuk :
Memberi contoh sikap membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas untuk
mendukung sasaran tim;

Menjelaskan informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim;
Menjelaskan proses membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan
tugas tim;

Menerapkan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan
profesional;

Menyimpulkan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang

sesuai;
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e Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan
pimpinan;

e Menjelaskan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas
pemerintahan/pelayanan publik;

e Mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara
cepat dan tanggap;

e Mengidentifikasi kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang
disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

Pada Implementasi Aksi Perubahan, mata pelatihan pilihan ini dapat
diterapkan pada pemberdayaan tim efektif dalam rangka menumbuhkan inisiatif
membangun jejaring kerja terkait pemanfaatan peta ZNT. Selain itu, mata pelatihan
pilihan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholders dan
memberikan pemahaman terkait manfaat dalam hal penyusunan draft perjanjian
kerjasama yang nantinya ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah dalam
pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB.

5.3. Manajemen Pelaksanaan Strategi

Mata pelatihan pilihan Manajemen Pelaksanaan Strategi bermanfaat untuk :

« Menjelaskan proses untuk mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
standar kerja yang ditetapkan organisasi;

e Merancang metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;

« Memaparkan penerapan metode kerja yang lebih efektif yang sudah yang
dilakukan kepada orang-orang di unit kerjanya,

« Memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;

« Menjelaskan mekanisme proses, program atau sistem baru kepada bawahan;

« Menjelaskan proses penerapan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau pengarahan;

e Menganalisis informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;

e Menentukan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;
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« Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber
informasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Mata pelatihan pilihan ini dapat diterapkan pada Implementasi AKsi
Perubahan dalam hal memberikan arahan kepada semua anggota tim efektif untuk
menyusun strategi komunikasi ke stakeholders dalam rangka pemanfaatan peta
ZNT serta meningkatkan kualitas produk pembaruan peta ZNT di Kantor Pertanahan
sebagai basis data untuk pemanfaatan peta ZNT baik oleh pemerintah daerah

maupun Masyarakat.
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BAB VI
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

6.1. Penerapan Strategi Komunikasi

Dalam rangka Implementasi Aksi Perubahan, diperlukan strategi komunikasi
untuk membangun jejaring kerja yang saling mendukung. Strategi komunikasi yang
dilakukan melalui cara konvensional dan cara modern. Cara konvensional dilakukan
melalui koordinasi secara langsung dengan mengunjungi pemerintah daerah dalam
hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali
Mandar. Sedangkan strategi komunikasi dengan cara modern dilakukan melalui
pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Whatsapp maupun Zoom Meeting
untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan sosialisasi tentang
manfaat penggunaan peta ZNT. Kendala yang dihadapi antara lain ketersediaan
waktu dari stakeholders terkait dan kurangnya respon dari stakeholders terhadap
teknologi informasi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara
mengatur waktu koordinasi dan meningkatkan intensitas komunikasi melalui aplikasi
Whatsapp maupun Zoom Meeting.
6.2. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Pada Implementasi Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan, diperoleh
dukungan dari stakeholders berupa respon positif untuk membangun kerjasama
terkait pembuatan, pembaruan dan pemanfaatan peta ZNT sebagai langkah awal
penyusunan peraturan kepala daerah tentang pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar
penetapan PBB dan BPHTB. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar menjadi instansi pemerintah pertama di luar Kementerian ATR/BPN yang
memanfaatkan peta ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB. Pada
perkembangan selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu
berupaya untuk mengikuti jejak dan menjadikan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar sebagai percontohan dalam rangka peningkatan PAD
melalui pemanfaatan peta ZNT dan telah mengesahkan Nota Kesepakatan Sinergi
Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan

Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan
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Peraturan Kepala Daerah tentang pemanfaatan peta ZNT sebagai dasar penetapan
PBB dan BPHTB (evidence terlampir).
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BAB ViI
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

7.1. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah

Berdasarkan milestones kegiatan yang telah disusun, target jangka
menengah yang ingin dicapai adalah implementasi penggunaan ZNT sebagai dasar
penetapan PBB dan BPHTB. Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa
tahapan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain rapat dengan
pemerintah daerah, penyusunan konsep perjanjian kerjasama, penandatanganan
perjanjian kerjasama, persiapan penyusunan regulasi pemanfaatan peta ZNT oleh
pemerintah daerah dan penerbitan regulasi pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah
daerah. Dalam konteks locus di Kabupaten Pasangkayu, tahapan yang telah
dilaksanakan adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Antara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan, Pembaruan dan
Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah. Selanjutnya, dikarenakan peserta telah
dialintugaskan ke Provinsi Lampung, maka aksi perubahan akan dilanjutkan oleh tim
efektif dengan dukungan dari Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.
7.2. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang

Keberlanjutan aksi perubahan secara jangka panjang sebagaimana telah
dituangkan pada milestones adalah berupa penerapan ZNT sebagai dasar
penetapan BPHTB dan PBB, penganggaran pembuatan peta ZNT, pelaksanaan
pembuatan peta ZNT bekerjasama dengan pemerintah daerah, pelibatan
stakeholder lain dan inisiasi sistem nilai tanah terintegrasi. Oleh karena peserta
telah dialintugaskan ke Provinsi Lampung, maka aksi perubahan dengan target
jangka panjang akan dilanjutkan oleh tim efektif dengan dukungan dari Kepala
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
serta berupaya untuk menerapkan rencana-rencana aksi perubahan yang telah
disusun di Provinsi Lampung dikarenakan di Provinsi Lampung belum ada

pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah daerah.

44



BAB VIl
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI

Dari hasil asesmen dengan mentor sebagaimana telah dituangkan dalam bab
Il, disepakati bahwa rencana pengembangan bersama mentor untuk peserta ialah
dalam komponen ‘Mengelola Perubahan’. Peserta telah berusaha lebih proaktif
untuk dapat mengelola dan mengarahkan pihak lain untuk dapat mengatasi tuntutan
perubahan dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan
tim efektif terutama internal Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil
BPN Provinsi Sulawesi Barat baik secara langsung maupun secara digital melalui
grup Whatsapp (evidence terlampir). Selain itu peserta telah berusaha untuk lebih
dapat memastikan tim kerja mampu menghadapi tuntutan perubahan dengan
pengelolaan yang lebih spesifik dengan menerapkan fungsi kontrol melalui tim

efektif dan pengawasan secara berkala.
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BAB IX
PENUTUP

9.1. Kesimpulan

Pemanfaatan peta ZNT oleh pemerintah daerah sangat penting dalam rangka
memajukan daerah melalui peningkatan PAD. Perhatian yang tinggi dari pemerintah
daerah menjadi kunci keberhasilan kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dalam
hal pemanfaatan peta ZNT. Didukung oleh strategi komunikasi yang tepat dari
Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat khususnya Bidang Pengadaan Tanah dan
Pengembangan, maka dihasilkan SK Bupati Polewali Mandar Nomor 1096 Tahun
2021 tentang Penerapan Hasil Zona Nilai Tanah dalam Penentuan Nilai Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan di Kecamatan Polewali, Wonomulyo, Matakali
dan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dan Nota Kesepakatan
Sinergi Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembuatan,
Pembaruan dan Pemanfaatan Peta  Zona Nilai ~ Tanah Nomor
414/MoU.76.01.UP.01.01/VIII/2023 dan Nomor 138/10/NK/VI111/2023/KERJASAMA.
Selanjutnya, oleh karena peserta telah dialihtugaskan ke Provinsi Lampung, maka
rencana aksi perubahan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat akan
berusaha diterapkan di Provinsi Lampung.
9.2. Rekomendasi/Saran

Penerapan ZNT sebagai dasar penetapan PBB dan BPHTB berpotensi
mendapatkan resistensi dari Masyarakat. Berdasarkan diskusi dengan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, harus diterapkan strategi
untuk meminimalisir resistensi masyarakat dengan cara antara lain membuka
complaint handling bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Kantor
Pertanahan dan secara bertahap menerapkan ZNT sebagai dasar penetapan PBB
dan BPHTB di zona yang rentang harganya tinggi terlebih dahulu. Untuk
selanjutnya, diharapkan lebih banyak stakeholders yang terlibat dalam pemanfaatan

peta ZNT sebagai upaya peningkatan PAD suatu daerah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Nota Kesepakatan Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu

1. YAUMIL AMBO DJIWA : Bupati P kayu, Berk k
di Jalan Ir. Soekarno, Km 723
Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu

NOTA KESEPAKATAN Piopizist Suluwest Begaty
ANTARA berdasarkan Keputusan Menteri
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ Dalam' Negeri Republik Indonesia
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN Nomor 131.76-326 Tahun 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU Pe; } P K

TENTANG

PEMBUATAN, PEMBARUAN DAN PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020 di
Kabupaten Pada Provinsi Sulawesi

NOMOR : A4 [ well. 76.01. 4-01.01 fuuy 3023
NOMOR : 13 (1ofwits (i f3eas { farsasanac-

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Barat, sebagaimana telah diubah

Tiga (02/08/2023) bertempat di Pasangkayu yang bertanda tangan di dengan Kepupusan Menteri Dalam

bawah ini: Negeri Nomor 131.76-377 Tahun

I.  MUHAMMAD ARFAN IRZADY : Kepala Kantor Pertanahan 2021 tentang Perubahan Atas
Kat P kayu,

p

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Berkedudukan  di  Jalan  Ir. Nomor 131.76-326 Tahun 2021
Sockarno, berdasarkan Surat Pe h

Peng F

Keputusan  Menteri Agraria dan
Tata Ruang /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor

497 /SE-KP.02.03/111/2023 tentang
Pengangkatan  dalam  Jabatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Secrentah Tahun 2020 di
Kabupaten Pada Provinsi Sulawesi
Barat dalam hal ini bertindak untuk

Administrator Kantor Wilayah X
dan atas nama  Pemerintah

Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu (dengan
selanjutnya disebut PIHAK segala  kewenangan yang ada
KESATU. padanya), selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan
secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang
merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

(2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau
per lat dalam pelak Perjanjian ini, diselesaikan oleh
PARA PIHAK secara Y untuk i

(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota K Sinergi Pembuatan, Pembaruan dan
Pemanfaatan Peta nilai tanah ini dibuat dan ditand: i di P L

pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai

cukup, i p hukum yang sama.
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2. Kenaikan BPHTB Kabupaten Polewali Mandar sebelum dan sesudah penerapan
ZNT

Trend Penerimaan BPHTB

5.139.758.925

4.310.973.088
3.495.793.350
3.063.636.663
1347
895
= l.

2019 2020 2021 2022

B Nilal Penerimaan BPHTB @ Jumlah Transaksi BPHTB

3. Koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu

Q “‘ ! ". o‘_‘lli_l{l

4. Instruksi kepada Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama
melalui aplikasi Whatsapp

10.10

o PTP Sulbar

Kemarin
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5. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
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7. Laporan Minggu | Implementasi Aksi Perubahan

LAMPIAY
BUKTI/EVIDENCES PELAKSANAAN KEGIATAN DAY CAPALAN OUTPUT

LAPORAN MINGGUAN
IMPLEMERTASI AKS] FERUEAHAN & i T
PEL ATOR AN PN RAMGRA PERTA KANAN
TAHUN 2033 PENINGKATAN KOLABORAS! 5 NGGARAAN
Furicd DAAN TANAM DAN BENGEMBANGAN, PERTANAHAN
h' ""’I o= ANGKA PERCEPAYAN PENBANGUNAN NASIONAL
Tamggal 7 .d. 11 Agastus 2033 ELERL 1
Anglemten. : H [Cruc) 2023 ol o
Ealz=pal: : IV (Empas .
Homo Fazarin Ol Heien Parnoma, 517, BLPA.
P 13831033 200804 1
Jabatan : Eapola Bideng Pangadoon Tonch  dan
1. Hembniknac
Uit Kazje. Mozsor Wilsynk Saden Partnnchos Hasionsl
Tenok Malohs Fengunton Karjazome Dangen
Pumarintoh Doarck Fadn Eomter Wilmyeh
Baden Provins Sulemusi Treed Penerimann BPHTR
Iea : FE3 dangen - doarck tamtmmg
Gognzen. : Pacgunten larjomemn decgon  pemarimsh tmanm
deartk dolom renghn pemasfaston pesm ZHT oass
Toarlssinambungen tarta pengraneen apilon
dmcrab
Catatan Mentor
Prmycicrian Hegiatan
“Tuhapen kepitun:
1. Dl kegiatan ini dilakmasmbonn penyampia
mmteri terkait penyelauan kebijaion dais
rangicn mewsradins kera s Permnfantsn
ENT itk perpialnn duera [mendakung
PAD|. Maseri

; e
merun
Pruycicmatan Kegistan Cmtatun Mentor | Paraf
Meztor
Bl kgt | Thjen FIIT yang
. 1511
: permpsan
X 4
Prnerizasn Pengiasguen setwgi Prringit | {
mkzif dulam melukasnaban PHE Pernassaatan ZNT
Buknd (Evidicacs): ,{
tmrmpir Ay

e b

RAPAT KERJA TEKNIS
Bager, 11 fgusnus 3023 Mezmugjs, 11 fgusnes 3023
Comch, Mlasrtor,
mEsm B
% ,/
Dirz. irwin Bazo, MM Humd, A Pmb., MM
NI 19660204 155103 1 005 NIP. 19670401 198603 1 001

Gumbr 5. Percleban Peghargeas Aktf Mescaanaon PKS Pemenfantan ZN7
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Laporan Minggu Il Implementasi Aksi Perubahan

LAPORAN MINGGUAN

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PELATINAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

TAHUN 2023
Periode Pelagoran
Minggu ke Il Agustas
Tangeal 14 5.d. 18 Agustas 2023

1T (Dua) 2023
IV [Empat)

Okt Hasten. Purnomo, 5.1P., MPA

ma Peserta
P 19831023 200804 1 002

Jahatun Kepaln Bidwng  Pengedisn  Tunah  dan
Pengem
Uit Kewj Kantor Wilayah Badan Pertanshan Nasional

Provinsl Sxlawesi Barat

Judul Aksi Perubshan  : Optimalisast Pemantatan Peta Zooa Nilal

Tanah Melalui Penguatan Kerjasama Dengan

Pemerintah  Daerah Pada  Kantor ey
Badan Pertanshan Nesional Provinai Sulswesi
Barst

fsu PKS dengan  pemerintah  daerah  tentang
pemanfisntan Peta ZNT tidak optimal

Cagnsan Pengustan  kerwssma  dengan pemerintab

dacrah dolam rangkn pemaniastan peta ZNT
dengan mengn
berkesmambungan serta penggunaan aplikas
ndai tanah yang integratif

malkan ustem brgaasmo yany

Kaghatan 2 idamiflkant Pebisng Kerparma Dengan Pemecinta Ducras D
Fangiha Presnfuation Fees Zova Nils Taah

Pural
Mentor

/

 Cataran Mentor

Eeglatan 3 : deniifibus Fekaaag Kerfasamn Cosgan Femerniah Daerah Datss
Rangkn Prmiumdsstan Frin Zénk Nl Tanss |
e . Catatan Mestor | Paraf ‘
Meator

Peayelomina Kegistsa

Menyetujui

Bogor, 18 Agustus 2023

tfAPtoh., MM
01 198603 1 001

Drs. Arwin Bam, M.M '

NP, 19680004 199103 1 00

LAMPIRAN
BUNKTI/EVIDENCES FELAKSANAAN KEGIATAN DAX CAPAIAN OUTFUT
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9. Laporan Minggu Il Implementasi Aksi Perubahan

LAMPIRAN
LAPORAN MINGGUAN
BUKTI/EVIDENCES PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN OUTFUT

IMPLEMENTASI ARSI FERUBAHAN
FELATIHAN HEFEMIMFINAN ADMINISTRATOR.
TAEUN 2023 1

Pacicds Falnperaa

Mizggn ka 111 Aguat=s
Temggal 71 2.d. 36 Agnrens 3023

] '

Anglenen : O [Due) 2023

Ealompal: : IV (Expes

Hama Fazaria : Ol Heriem Parnoma, 51, MPA

= 19831033 300804 1 002

Jakazan : Epaln Bideny Pacgodoon  Tonak  den
T e —

Uzt Karjn ¥oztor Wileyok Boden Pasarcher Hesisnal

A TR N m——
Pazaizich Dusrak Foda Kemior Wilmek
Boden Partnmakoes Nascnal Provins Suleeeci

Lo = o
Dmerah teninng Prmasianten Prta Sna Hilk Tassh

D —— [E—— -

TrEmroas: dan Pemsninatas, Prin
Tazmh yung telsh ditwndstengani
- ln Hamtor Pertsnxhas Kakepmesn
Pusmngicayu dam Bpesi Fusangiogns

i e
melaloileoan asdienai dengen Selrstaria Dussh -
Fangim
= ng
e

Prrnun fuatas Petn Zomm Nilai Tansh

Bt [Bvidenc):
sty

Manywhanai,
Baoger, 25 Agusses 2023 Memusjus, 35 Agasnss 2023

Mamior, -~
.
s i
Doz Azwin Baso, MM Humaidi, APmb, MM
NIP. 19630204 199103 1 005 HIF. 19670401 198603 1 001
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10.Laporan Minggu IV Implementasi Aksi Perubahan

EETE
Dis. Arorin Boss, MM,
NIF. 19650202 199103 1 005 . 19670401 198503 1 001
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11.Laporan Minggu V Implementasi Aksi Perubahan

LAPORAN MINGGUAR

IMPLEMENTASI AKST PERTBAEAN
FELATIHAN KEPEMIMFINAN ADMINISTRATOR.

TAHTK 2023
Fariods Falnporan
Mg ken T Saptambas 2023

Tusggel 04 2/ 05 Saptamber 2033

H Dun) 2023
B (Exmpas)
0 Horian Purnoma, SIF, MFA.
15531023 200604 1 002

Bidemy Famgodoss  Tomsh  dem
Eommer Wisyeh Bedes Parsnshen Nesinsl
Frovinsi Sulswsi Bore:

Roghitass 4 < Frmciagmn 8K Tim Efekid dan Earnb Mrmar Jabnias:

LaspoAN
BUKTI/EVIDENCES PELAKSANAAN KEGIATAX DAX CAPALAN OUTPUT

Cotutmn Memtor | Paraf
Memtos
p—
Penyeleminn Keginten Catutun Memtor | Pamaf
Menioz
Sumt Kepuummn Tim EkSl APRO, Memos j
el
Bakii [Evidence|
ity

Elager, 08 Sepiamber 3023

HIF. 13650204 159103 1 005

ez, 08 Suptesbar 2023

FFE R TITS
IF. 13670401 138603 1 001

Gmmmbar 5. Mrmmers Jabatan

Cumbar 1. 25 Tim Kejn Eiekif
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12.Laporan Minggu VI Implementasi Aksi Perubahan

Palapare
Mizggn ke T Septambar 3030
Tanggel 11 2/d 15 Saptamber 3033

mgleneen, + el 2033
frmm— : OV (Empas
Hazma Pasarin + 0l Horien Parmoma, SIP., MPA.
W= 13831023 200804 1 002
Jkozen Hepaln Buemy Fargedoon Temsh  dem
Vet Karjn Xoztor Wisrek Bodes Farsanchon Nesismsl
Frll =
ol At Paraochn coxi Pumaniuion Puim Zama Nisi
A T ——— < F—"
inteh Damrch Fedn Eemter Wileyek
Furtonskes Nesomal
= FES damgen samsmng
[ e S—
Gogesen. | —h—
g e Lajorama yeog
pr—— [ p————

e ————

Raghatan 8 : Kanjurgan s HPATAD Kab. Masmuji Tengah

[ ———— Catatun Mentor

Raghetan 8 : Kanjurgan b HIATAD Kab. Mammuji Tengah

Catatun Mentor

NN N

Maryessis
Floger, 15 Sepamber 2023 Bz, 15 Septesbar 2023
Cach, —

Dors. Arwim Bnas, ML idi, APk, LU
NIP. 19650204 199103 1 003 NP, 13670401 138503 1 001

LAMPUAN
BUKTI/EVIDENCES PELAKSANAAN KEGLATAN DAX CAPAIAN OUTPUT

o BIKPAD dan Kabad Pendapatuz Duersh

PAD Kab. Mammju T
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13.Laporan Minggu VIl Implementasi Aksi Perubahan

LAPORAN MINGGUAR

IMPLEMENTAS] AKSI FERUBAHAN
FELATIHAN KEFEMIMFINAN ADMINISTRATOR

‘TAHUN 2023
Pariods Palaparmn
Mizggn ke IV Saptambar 3023
Tanggel 36 2/d 39 Saptambar 3023

Anglmeen : H [Dwuoj 2023
Ealompak : IV [Exzpas]
Homa Pazarin : (Olld Herien Purncena, 81P., MPA
WP 13831023 200804 1 002
Jabatan : Ewpaln Bideny Pacgodoon  Tonok  den
Ui Karjn. Homier Wilsynk Bodon Partonchos Hosisnsl

Iea
Gogazen. : Pamgasten larjazcma

Maghatan § : Manghimpun Data Cakupan ZNT Frovinei Lampucg
Praycleminz Kegintan Catatan Memtor | Farat

rasdia
Tl
PHE yung telabs diteset dan -
o FES  yung  telh

belum  diklssnakan st

BUKTI/EVIDENCES PELARSAN AAN KEGLATAN DAN CAPALAN OUTPUT

A —

Keghatan § : Mangimpun Daia Cakupnn ZNT Provinei Lampusg.
Pemyelomiug Hegintan Catatan Mzt

Caluzmn  Pem  ENT,
INT  sartn
NT Provinsi Lampung

et {Evidience):

terimemprir

N\, [

Marywtana :
Eagar, 39 Septmbar 2023 Lbemsiis, 29 Suptambar 2023 S

8, o

Drs. Arwin Basa, MM,
HIF. 19650204 199103 1 005 HIF. 19670401 198503 1 001

Pemasius a ENT Prorvinui
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